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ABSTRACT

The aim of this research is to explore whether the removal of administrative penalties, Waiving
fees for transferring vehicle titles and implementing tax relief measures can influence the extent
to which motor vehicle taxpayers adhere to compliance regulations. Additionally, this research
aims to determine whether tax socialization can mitigate the influence of eliminating
administrative sanctions and waiving vehicle title transfer fees is contingent upon the adherence
of motor vehicle taxpayers to certain compliance standards. The study was conducted at the
Gianyar Regency Samsat Office involving 100 respondents using a questionnaire as the data
collection instrument. The utilized method for data analysis was Partial Least Squares Structural
Equation Modeling (PLS-SEM). with Smart PLS software. The research findings indicate that:
(1) The removal of administrative penalties has little impact on the adherence of motor vehicle
taxpayers to regulations. (2) Waiving the fees for transferring vehicle titles doesn't notably affect
the compliance level of taxpayers regarding motor vehicle obligations. (3) Socializing taxes on
motor vehicles positively influences the compliance level of taxpayers in this sector. (4) The
correlation between the removal of administrative penalties and tax socialization has little
impact on the compliance rate of motor vehicle taxpayers in Gianyar Regency. (5) The
correlation between the waiving of vehicle title transfer fees and tax socialization does not
notably impact the adherence of motor vehicle taxpayers in Gianyar Regency.

Keywords: Elimination of Administrative Sanctions, Exemption from Vehicle Title Transfer
Fees, Tax Socialization, Motor Vehicle Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sektor, termasuk di dalamnya adalah penerimaan
dari pajak kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya, jumlah kendaraan bermotor di
Indonesia terus bertambah. Fenomena tersebut dapat diamati dari meningkatnya jumlah individu
yang saat ini memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada memanfaatkan layanan
angkutan umum. Oleh sebab itu, kantor samsat harus memungut pajak dari pemilik kendaraan
bermotor guna meningkatkan sumber utama pendapatan daerah dan meningkatkan tanggung
jawab wajib pajak.
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Pada tahun 2018 hingga 2022, unit bermotor di Kabupaten Gianyar naik tingkatnya dari
432.012 unit menjadi 520.281 unit.
Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar Dari Tahun 2018 Hingga 2022

Banyaknya Kendaraan Di Kabupaten Gianyar (Unit)
2022 2021 2020 2019 2018

520.281  477.128 470.076  457.996 432.012
Sumber: data diolah, 2023

Menurut data yang disajikan, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berkontribusi

terhadap peningkatan jumlah pemilik kendaraan yang wajib melakukan penyelesaian
pembayaran pajak. Tetapi peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan jumlah pemilik

kendaraan yang membayar pajaknya. Fenomena tersebut dapat diindikasikan di bawah ini.

Tabel Realisasi Terhadap Potensi Tunggakan
Belum Daftar Ulang Dari Tahun 2019 Sampai Dengan 2022

Tahun Potensi/Target Realisasi Persentase

Unit PKB Unit PKB Unit | PKB
2019 | 89.765 | 30.604.143.500 | 26.940 | 23.583.338.850 | 30% | 77%
2020 | 68.357 | 38.676.481.095 | 20.528 | 17.774.246.300 | 30% | 46%
2021 | 84.035 | 55.067.349.700 | 26.342 | 28.478.232.100 | 31% | 52%
2022 | 85.483 | 69.355.632.900 | 43.941 | 56.784.874.250 | 51% | 82%
Sumber: data diolah, 2023

Tabel di atas memperlihatkan masih adanya selisih target dengan realisasi tunggakan

pembayaran pajak kendaraan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 pada Kantor Samsat Gianyar.
Pada tahun 2020 diperlihatkan terjadi penurunan realisasi PKB dari 77% menjadi 46%
berdasarkan PKB. Selain itu, dari tahun 2019 hingga 2022 persentase realisasi terhadap potensi
tunggakan berdasarkan unit belum mencapai kategori baik. Dari uraian tersebut, terdapat
beberapa faktor yang memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat penerimaan pajak negara,
khususnya aspek yang terkait dengan ketaatan para pembayar pajak yang memiliki kendaraan
bermotor di wilayah Kabupaten Gianyar. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu
penghapusan sanksi administratif, Pembebasan biaya balik nama kendaraan, bersama dengan
upaya sosialisasi mengenai peraturan perpajakan.

Penghapusan sanksi administratif atau pemutihan merujuk pada tindakan penghapusan denda
yang dikenakan sebagai konsekuensi dari keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Banyak orang menyebut istilah ini sebagai pemutihan. Ammy (2023) implementasi program
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pemutihan berdampak pada tingkat ketaatan para wajib pajak. Dzulfitriah & Saepuloh pada
tahun 2021 mengindikasikan bahwa Kebijakan penghapusan kewajiban pajak untuk kendaraan
bermotor tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat ketaatan para wajib pajak.

Undang-Undang No. 28 (2009) menguraikan bahwa BBNKB, yang juga dikenal sebagai
pajak atas pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor, merupakan kewajiban fiskal yang
muncul akibat peralihan milik, yang bisa terjadi sebagai akibat dari tindakan unilateral atau
kesepakatan bilateral yang berhubungan dengan transaksi seperti pembelian dan penjualan,
pertukaran, pemberian sukarela, peninggalan, atau pengalihan kepada badan usaha. Hasil
penelitian Saputra Deni (2022) menunjukkan bahwa pengahpusan biaya pengalihan kepemilikan
Mempunyai dampak yang menguntungkan dan berarti secara substansial terhadap tanggung
jawab fiskal yang harus dilaksanakan oleh individu atau entitas yang dikenai kewajiban pajak.

Melihat fenomena tersebut dan hasil inkonsisten dari setiap penelitian, maka peneliti ingin
melakukan penelitian kembali menggunakan Variabel-variabel yang disebutkan sebelumnya.
Perbedaan yang terdapat dalam studi ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah
lokasi penelitian yang berbeda serta penambahan variabel moderasi berupa sosialisasi
perpajakan.

Dari konteks yang telah diuraikan, Peneliti merasa tertarik untuk melakukan studi yang
berjudul “Pengaruh Penghapusan Sanksi Administratif, Pembebasan Bea Balik Nama
Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi
Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten
Gianyar)”.

Misi utama yang diemban oleh riset ini adalah untuk menjelajahi implikasi atau akibat-akibat
yang timbul penghapusan sanksi administratif terhadap tingkat ketaatan para Pemilik kendaraan
bermotor harus memenuhi kewajiban pajak yang berlaku, apakah penghapusan tarif pengalihan
kepemilikan kendaraan mempengaruhi tingkat ketaatan para wajib pajak kendaraan, apakah
sosialisasi perpajakan mempengaruhi tingkat ketaatan Individu yang bertanggung jawab untuk
memenuhi kewajiban pajak terkait kepemilikan kendaraan, apakah sosialisasi perpajakan mampu
memoderasi pengaruh penghapusan sanksi administratif terhadap ketaatan wajib pajak kendaraan
bermotor. Dapatkah sosialisasi perpajakan mengurangi dampak penghapusan tarif pengalihan
kepemilikan kendaraan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor.

Riset ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para Individu atau kelompok yang

memiliki kepentingan terkait suatu hal, termasuk 1) Dapat berperan sebagai sumber informasi

267 |Hita_Akuntansi dan Keuangan



Hita Akuntansi dan Keuangan "

" Universitas Hindu Indonesia
e-ISSN 2798-8961 Edisi Oktober 2024 "

tambahan dalam domain perpajakan mengenai ketaatan yang harus dipatuhi oleh pemilik
kendaraan bermotor. Selain itu, 2) Temuan dari riset ini dapat berfungsi sebagai pijakan bagi
penyelidikan yang akan dijalankan selanjutnya. 3) Studi ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang bernilai, tambahan informasi, ide dan bahan yang dapat dipertimbangkan oleh
suatu instansi/lembaga dalam upaya meningkatkan ketaatan para wajib pajak yang memiliki
kendaraan bermotor. Serta 4) Penelitian ini memiliki tujuan untuk menerapkan pengetahuan

yang diperoleh selama proses pendidikan tingkat tinggi dengan kenyataan yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut regulasi yang diatur UU No. 28 (2007) Mengenai Regulasi Umum dan Prosedur
Perpajakan, kewajiban pembayaran Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang harus
dilaksanakan oleh individu atau entitas kepada pemerintah, yang pada hakikatnya mengikat
tanpa menerima kompensasi secara langsung dan dimanfaatkan oleh negara demi kesejahteraan
masyarakat.

Pajak kendaraan bermotor merupakan kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah
daerah kepada individu atau entitas yang memiliki atau mengendalikan alat transportasi berbasis
mesin.. Dalam hal ini, individu yang mempunyai kendaraan bermotor diharuskan untuk
mematuhi kewajiban perpajakan mereka serta menjalankan hak perpajakan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku secara benar dan bertanggung jawab penuh. (llhamsyah, 2016).
Apabila tingkat ketaatan para wajib pajak meningkat, dampaknya akan tercermin pada
peningkatan penerimaan pajak.

Atribusi merupakan proses pembuatan kesan yang mengacu pada langkah seorang individu
menguraikan tingkah laku individu lain atau dirinya sendiri kemudian menarik kesimpulan.
Dalam teori atribusi ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang berperan dalam menentukan
perilaku seseorang. Faktor internal merujuk pada elemen yang bersumber dari dalam individu,
seperti kemampuan atau upaya yang dilakukan, kesadaran maupun kepribadian. Faktor eksternal
merupakan variabel yang timbul dari lingkungan eksternal individu yang mendorong individu
untuk melakukan tindakan tertentu sebagai respons terhadap situasi yang dihadapi. Dalam
penelitian ini terdapat faktor eksternal seperti penghapusan sanksi administratif, pembebasan
pembayaran pajak balik nama kendaraan serta penyebarluasan informasi tentang regulasi

perpajakan.
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Penghapusan sanksi administratif pengenaan pajak merupakan upaya untuk mendorong
pemilik kendaraan yang telah lama menunggak kewajiban pembayaran pajak kendaraan mereka.
Langkah ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk melunasi pajak tanpa dikenai sanksi
berupa denda keterlambatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika kesadaran terhadap
program pemutihan pajak ini tinggi. Maka, peningkatan tingkat pengalihan pajak kendaraan akan
diberlakukan secara seimbang bagi setiap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal
tersebut didukung oleh penelitian Ammy (2023) dan Rohmah (2022) temuan tersebut
mengindikasikan bahwa pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak
besar terhadap tingkat ketaatan para pemilik kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban
pajak mereka.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan, maka suatu hipotesis telah diformulasikan sebagai
berikut.
H1 : Penghapusan Sanksi Administratif Berpengaruh Positif Terhadap Ketaatan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor
Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2020 menjelaskan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dipungut atas pengalihan hak milik kendaraan
bermotor yang timbul karena perbuatan sepihak atau dua pihak yang timbul dari kesepakatan
atau situasi akibat adanya pembelian dan penjualan, pertukaran, pemberian sukarela,
peninggalan, atau penghasilan ke dalam badan usaha. Tujuan dari keberadaan program ini untuk
meningkatkan kesadaran serta ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran
pajak, sekaligus memberikan bantuan kepada mereka dalam proses pembayaran pajak untuk
mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor apabila terjadi pergantian kepemilikan karena
dalam hal tersebut terdapat sanksi administrasi dalam proses pengurusannya (Yuliawati &
Meliya, 2021).
H2 : Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Berpengaruh Positif Terhadap Ketaatan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan tindakan yang diambil oleh otoritas pajak dengan tujuan
memberi pemahaman kepada masyarakat akan signifikansi pembayaran pajak dalam mendukung
pembangunan lokal. Dengan melakukan sosialisasi, peningkatan pemahaman masyarakat
mengenai kewajiban pajak serta langkah-langkah yang dicanangkan oleh pemerintah untuk
memfasilitasi proses pembayaran pajak kendaraan dapat diperkuat. Jika sosialisasi perpajakan
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semakin sering dilakukan, ketaatan wajib pajak dalam melunasi pajak kendaraan juga akan
meningkat.
Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan, hipotesis dirumuskan:
H3 : Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor

Ketaatan dari pihak yang terutang pajak diperkirakan akan mengalami peningkatan yang
signifikan apabila mereka memahami sepenuhnya tentang keberadaan program penghapusan
sanksi administratif. Sosialisasi perpajakan menguatkan ikatan interpersonal antara penghapusan
sanksi administratif dengan ketaatan wajib pajak. Dengan diselenggarakannya sosialisasi ini,
informasi tentang pentingnya membayar pajak dan program pemutihan akan tersebar lebih luas.
Hal ini tentunya dapat menguatkan kepatuhan para pembayar pajak dalam melakukan
pembayaran pajak atas kendaraan bermotor mereka merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan. Dalam Saputra Deni (2022) dan Kusasih & Kustiningsih (2023) yang
menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kewajiban ketaatan dari para
pemilik kendaraan bermotor terhadap peraturan perpajakan.
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, kemudian dibentuklah suatu asumsi:
H4 : Sosialisasi Perpajakan Mampu Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh Penghapusan

Sanksi Administratif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Peningkatan ketaatan wajib pajak dapat terjadi ketika wajib pajak menyadari program
penghapuasan biaya pengalihan kepemilikan kendaraan. Sosialisasi mengenai sistem perpajakan
memiliki potensi untuk meningkatkan hubungan antara penghapusan biaya pengalihan
kepemilikan kendaraan dengan ketaatan para wajib pajak karena dengan adanya sosialiasi
perpajakan, informasi mengenai arti pentingnya membayar pajak hingga adanya program
pembebasan bea balik nama ini akan tersebar lebih luas sehingga hal tersebut tentunya
meningkatkan kepatuhan para kontributor pajak dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran
pajak terkait kendaraan bermotor.
Dari uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis:
H5 . Sosialisasi  Perpajakan Mampu Memoderasi (Memperkuat) Pengaruh

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor
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METODE PENELITIAN

Dengan merujuk pada latar belakang permasalahan serta proses perumusan hipotesis,
pengaruh penghapusan sanksi administratif, pembebasan dari kewajiban membayar bea balik
nama kendaraan diberikan sesuai dengan ketaatan Terhadap regulasi perpajakan kendaran
bermotor, dengan melakukan sosialisasi perpajakan sebagai faktor moderasi dapat dilihat pada
kerangka pemikiran sebagai berikut.

Penghapusan
Sanksi
Adminstranf Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan
Pembebasan Bea Bermotor
Balik Nama
Kendaraan

H3

Sosialisasi
Perpajakan

Sumber: data diolah, 2023

Metode riset yang digunakan pada kajian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan
menggunakan data primer dan sekunder. Sampel penelitian mencakup seluruh jumlah individu
yang berkewajiban membayar pajak, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 346.285 orang.
Dalam metodologi pengambilan sampel, peneliti juga menetapkan standar yang sesuai untuk
calon responden sebagai sumber data. Standar tersebut mencakup syarat bahwa responden harus
merupakan pemilik kendaraan dengan plat nomor berwarna hitam atau putih, telah terdaftar
sebagai pemilik kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Gianyar, dan juga merupakan
wajib pajak langsung, bukan perantara. Dalam studi ini, populasi penelitian terdiri dari 100
individu yang berstatus sebagai wajib pajak, yang dipilih berdasarkan metode penarikan sampel
menggunakan rumus Slovin. Pendekatan analisis data yang diterapkan adalah Structure Equation
Modeling (SEM), dimana perangkat lunak Partial Least Squares (PLS) digunakan sebagai alat
utama untuk analisis. Dalam kerangka analisis SEM-PLS, terdapat dua tahapan yang diterapkan
untuk menguji kecocokan model yang diajukan, yang dikenal sebagai Metode Pemodelan
Persamaan Struktural Dua Langkah. Pendekatan ini dimulai dengan melakukan estimasi terhadap
model pengukuran terlebih dahulu, yang merujuk pada Outer Model dalam konteks SEM-PLS.
Langkah selanjutnya melibatkan estimasi terhadap model struktural, yang dikenal sebagai Inner
Model.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Responden Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk menyelidiki bagaimana proses sosialisasi tentang peraturan
perpajakan memengaruhi pengurangan sanksi administratif dan bebas biaya balik nama, serta
dampaknya terhadap tingkat ketaatan pemilik kendaraan bermotor terhadap kewajiban pajak
mereka. Penghimpunan data dengan metode penyebaran kuesioner kepada seratus individu yang
menjadi pemilik kendaraan, berlokasi di Kantor Samsat Gianyar dan kebetulan berjumpa secara
langsung dengan peneliti. Distribusi kuesioner dilaksanakan selama periode lima hari, dimulai
dari tanggal 21 Februari 2024 hingga 26 Februari 2024.. Semua kuesioner lengkap dan dapat
diolah dengan software PLS.

Analisis Statistik Deskriptif

Pengamatan terhadap data secara rinci menunjukkan bahwa variabel penghapusan sanksi
administratif memperoleh penilaian yang tinggi, dengan nilai rata-rata indikator sebesar 4,02.
Demikian pula dengan variabel pembebasan bea balik nama yang mendapat penilaian yang
tinggi, dengan nilai rata-rata indikator mencapai 4,07. Penilaian terhadap pentingnya variabel
sosialisasi perpajakan mencapai tingkat yang signifikan, dengan nilai rata-rata indikator sebesar
4,05, sementara variabel ketaatan wajib pajak mendapat penilaian yang sangat tinggi, dengan

nilai rata-rata indikator mencapai 4,42.

Berikut adalah profil karakteristik para responden dalam penelitian ini: Pertama, dalam hal usia,
mayoritas responden berada dalam rentang usia 20-30 tahun, dengan jumlah mencapai 34 orang
atau 34,0%. Kedua, dalam konteks keberagaman gender, mayoritas partisipan yang merespon
adalah kaum pria, mencapai angka 65 responden atau 65,0%. Ketiga, dalam bidang pekerjaan,
mayoritas responden bekerja sebagai karyawan swasta, dengan jumlah 39 orang atau 39,0%.
Keempat, terkait tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden telah menyelesaikan
pendidikan SMA/SMK, yang berjumlah 50 responden atau 50%. Dan kelima, dalam hal
kepemilikan kendaraan, mayoritas responden memiliki satu kendaraan, yaitu sebanyak 51
responden atau 51,0%.

Uji Model Pengukuran (Outer Model)
a) Convergent Validity
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Table 4.1 Nilai Outer Loading Sebelum Eksekusi

Variabel Indikator Nilai Korelasi
X1.1 0,814
Penghapusan sanksi X1.2 0,807
administratif X1.3 0,854
X1.4 0,753
X1.5 0,370
X2.1 0,778
Pembebasan bea balik X2.2 0,749
nama X2.3 0,831
X2.4 0,859
X2.5 0,716
Sosialisasi perpajakan Mod 1 0,730
Mod 2 0,764
Mod 3 0,848
Mod 4 0,755
Mod 5 0,804
Y1.1 0,777
Y1.2 0,774
Ketaatan Wajlb Pajak Y1.3 0,882
Y14 0,884
Y15 0,869
Y1.6 0,816
Interaksi

penghapus*sosialisasi 1,060

Interkasi pembebasan
bea balik 1,130
nama®*sosialisasi

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa ada satu indikator yang nilai korelasinya berada dibawah 0,60
yaitu indikator X1.5 dari variabel penghapusan sanksi administratif, sehingga tanda tersebut
dihapus dari kerangka. Sehingga diperoleh hasil:

Table 4.2 Nilai Outer Loading Setelah Eksekusi

Variabel Indikator Nilai Korelasi
X1.1 0,799
Penghapusan sanksi X1.2 0,806
administratif X1.3 0,880
X1.4 0,781
X2.1 0,778
Pembebasan bea balik X2.2 0,748
nama X2.3 0,831
X2.4 0,859
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X2.5 0,716
Sosialisasi perpajakan Mod 1 0,730
Mod 2 0,764
Mod 3 0,848
Mod 4 0,754
Mod 5 0,804
Y1.1 0,778
Y1.2 0,775
Ketaatan Wajib Pajak Y13 0,881
Y1.4 0,883
Y15 0,868
Y1.6 0,817
Interaksi 1,064

penghapus*sosialisasi
Interkasi pembebasan
bea balik 1,130
nama*sosialisasi
Sumber: data diolah, 2024

Perhitungan hasil menunjukkan bahwa semua indikator pada Tabel 4.2 telah memenuhi

syarat validitas dengan memiliki nilai beban eksternal melebihi angka 0,60.

b) Discrminant Validity

Table 4.3 Uji Discrminant Validity

AVE X1*M  X2*M
Variabel VAVE X1 X2 Mod od od
X1 0,668 0,817
X2 0,621 0788 0,759
Mod 0,610 0781 0,382 0,447
X1*mod 1,000 1,000 -0,058 -0,084 -0,070
X2*mod 1,000 1,000 -0,079 -0,149 -0,090 0,847
% 0,697 083 0392 0377 0427 -0,159 -0,085

Sumber: data diolah, 2024
Keterangan:

X1 : Penghapusan sanksi administratif
X2 : Pembebasan bea balik nama
Mod : Sosialisasi perpajakan
Y . Ketaatan wajib pajak
X1*Mod . Interaksi penghapusan dengan sosialisasi
X2*Mod . Interaksi pembebasan dengan sosialisasi
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Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa seluruh konstruk menunjukkan nilai Ekstraksi Varians
Rata-rata (AVE) yang melebihi 0,50. Sementara itu, nilai VAVE untuk masing-masing variabel
berada dalam rentang 0,781 hingga 1,000. Rentang ini mengindikasikan bahwa nilai AVE jauh
lebih besar daripada korelasi yang berkisar antara -0,070 hingga 0,847. Penemuan ini
mengonfirmasi bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi dalam konteks penelitian ini.

c) Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Table 4.4 Uji Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Cronbach's Composite

Variabel Alpha Reliability

Penghapusan sanksi administratif (X1) 0,834 0,889
Pembebasan bea balik nama (X2) 0,850 0,891
Sosialisasi perpajakan (Mod) 0,845 0,887
Interaksi penghapusan dengan sosialisasi

(X1*mod) 1,000 1,000
Interaksi pembebasan dengan sosialisasi

(X2*mod) 1,000 1,000
Ketaatan wajib pajak () 0,913 0,932

Sumber: data diolah, 2024

Tabel 4.4 menggambarkan bahwa nilai keandalan komposit serta Alfa Cronbach untuk tiap
konstruk telah melampaui angka 0,60, yang menandakan keandalan yang memadai sesuai

dengan standar keandalan komposit yang ditetapkan.

Evaluasi Model Struktural (Structural Model/Inner Model)
a) Evaluasi Model Struktural Melalui R-Square (R2)

Table 4.5 Evaluasi Model Struktural Inner Melalui R-square

Variabel R Square R Square Adjusted
Ketaatan Wajib Pajak 0,278 0,239
Sumber: data diolah, 2024

Tabel 4.5 menggambarkan hasil analisis yang menurut kriteria Chin, menunjukkan bahwa R

square ketaatan wajib pajak mencapai 0,278, yang mengindikasikan bahwa model ini dapat
diklasifikasikan sebagai model moderat. Temuan ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor seperti
penghapusan sanksi administratif, pembebasan biaya pengalihan kepemilikan, sosialisasi
perpajakan, serta interaksi antara penghapusan sanksi administratif dengan sosialisasi

perpajakan, dan interaksi pembebasan biaya pengalihan kepemilikan dengan sosialisasi
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perpajakan, memberikan pengaruh sebesar 0,278 atau 27,8% terhadap tingkat ketaatan wajib
pajak.
b) Evaluasi Model Struktural Melalui F-Square (R2)

Table 4.6 Evaluasi Model Struktural Inner Melalui f-Square

Variabel Ketaatan WP
Penghapusan sanksi administratif (X1) 0,005
Pembebasan bea balik nama (X2) 0,024
Sosialisasi perpajakan (Mod) 0,103
Interaksi penghapusan dengan sosialisasi (X1*mod) 0,044
Interaksi pembebasan dengan sosialisasi (X2*mod) 0,025

Sumber: data diolah, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administratif dan pembebasan biaya
pengalihan kepemilikan hanya memiliki pengaruh yang minim terhadap tingkat ketaatan, dengan
angka masing-masing sebesar 0,005 dan 0,024. Sementara itu, sosialisasi perpajakan
menunjukkan pengaruh yang berkisar dari minim hingga moderat, dengan nilai sebesar 0,103.
Selain itu, ada interaksi antara penghapusan sanksi administratif dan sosialisasi perpajakan, serta
antara pembebasan pembebasan biaya pengalihan kepemilikan dan sosialisasi perpajakan, yang
keduanya juga menunjukkan pengaruh yang rendah terhadap tingkat ketaatan wajib pajak
kendaraan bermotor, dengan angka berturut-turut sebesar 0,044 dan 0,025.
c) Analisis jalur dan pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan agar hipotesis nol dapat

ditolak atau nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Table 4.7 Path Analisis dan Pengujian Statistik

Origin T Keterangan
Variabel al Statistics P Hipotesis
Sampl (|O/STDE Values
| e(0) V) |

Pen_ghapu_san Sangsi -> Ketaatan 0,202 1,264 0,207 Ditolak
Wajib Pajak
Penghapusan Balik Nama -> Ditolak
Ketaatan Wajib Pajak 0,097 0,687 0,492
Sosialisasi Perpajakan -> Diterima
Ketaatan Wajib Pajak 0,306 2,829 0,005
Sos<>Penghapusan Sangsi -> ) Ditolak
Ketaatan Wajib Pajak 0,316 1,591 0112
Sos<>Penghapusan Balik Nama - Ditolak

> Ketaatan Wajib Pajak 0,228 1,135 0,257
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Sumber: data diolah, 2024

Sumber: data diolah, 2024
Tabel 4.7 mengindikasikan bahwa 1) Penghilangan sanksi administratif menunjukkan

dampak positif sebesar 0,202 terhadap tingkat ketaatan wajib pajak, Namun, hubungan yang
teramati tidak dapat disebut signifikan karena nilai p-value yang terhitung melebihi ambang
batas signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 (0,207 > 0,05). Oleh karena itu, hipotesis
pertama dalam penelitian ini harus ditolak. 2) Pembebasan dari kewajiban membayar bea cukai
menunjukkan dampak positif sebesar 0,097 terhadap tingkat ketaatan wajib pajak, tetapi
keterkaitan tersebut tidak memiliki relevansi yang berarti karena angka p-value melebihi batas
signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 (0,492>0,05). Maka dari itu, asumsi kedua yang
terdapat dalam penelitian ini juga harus disangkal.. 3) Kegiatan sosialisasi perpajakan
menunjukkan dampak positif sebesar 0,306 terhadap tingkat ketaatan wajib pajak, dan
keterkaitan tersebut bermakna karena nilai p-value yang diperoleh lebih rendah dari 0,05
(0,005<0,05), hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 4) Interaksi penghapusan sanksi
administratif dengan sosialisasi perpajakan pengaruh yang tidak menguntungkan sebesar 0,316
terhadap tingkat ketaatan wajib pajak telah diamati, namun demikian, hubungan ini tidak
menunjukkan signifikansi statistik, Dikarenakan nilai-nilai p berada di atas ambang batas
signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05 (0,112 > 0,05), hipotesis keempat dalam penelitian ini
ditolak. 5) Interaksi berpengaruh Pengurangan atau dispensasi pajak atas pengalihan kepemilikan
dengan memperkenalkan sosialisasi terkait kewajiban perpajakan positif sebesar 0,228 terhadap
ketaatan wajib pajak dan hubungan tersebut tidak signifikan, Dikarenakan nilai p-value melebihi
ambang batas signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05 (0,257>0,05). hipotesis kelima dalam
penelitian ini ditolak.
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Pengaruh Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Gianyar

Temuan dari uji coba menunjukkan bahwa eliminasi sanksi administratif tidak berdampak
secara signifikan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten
Gianyar. Akibatnya, hipotesis awal dalam penelitian ini tidak dapat diterima. Ini menunjukkan
bahwa efektivitas program penghapusan sanksi administratif terkait pajak kendaraan bermotor
belum mencapai peningkatan yang berarti dalam tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan
timbulnya dugaan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mengalami peningkatan manfaat dari
kebijakan penghapusan sanksi administratif tersebut. Tindakan ini merupakan respons terhadap
permasalahan yang signifikan, yaitu meningkatnya jumlah Kkontributor pajak yang tidak
mematuhi kewajiban mereka, sehingga mengakibatkan akumulasi denda pajak kendaraan
bermotor yang mengkhawatirkan.

Selain itu, Kemauan untuk mematuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi
oleh penghapusan sanksi administratif terkait pajak kendaraan bermotor, meskipun upaya
pemerintah untuk mengurangi denda keterlambatan, dikarenakan Kurangnya kesadaran yang
dimiliki oleh masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya yang masih
tertunggak.

Temuan yang didapat dari kajian ini sesuai dengan hasil yang diungkapkan dalam penelitian
yang dilakukan oleh Sasana dan rekan-rekannya pada tahun 2021, serta riset yang dilakukan oleh
Dzulfitriah dan Saepuloh pada tahun yang sama. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa
penerapan kebijakan penghapusan sanksi keuangan pajak kendaraan bermotor tidak memiliki
dampak signifikan terhadap tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan
Bermotor di Kabupaten Gianyar

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembebasan bea balik nama tidak memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap tingkat ketaatan para wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten
Gianyar. Karena itu, proposisi kedua yang diusulkan dalam penelitian ini tidak dapat disetujui.
Tujuan dari penerapan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab mereka dalam membayar pajak
kendaraan bermotor, dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan pajak.

Namun, rendahnya dampak dari pembebasan bea balik nama ini disebabkan oleh rendahnya
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tingkat kesadaran masyarakat tentang prosedur balik nama kendaraan serta kurangnya
pemanfaatan insentif yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pembebasan bea balik nama.
Temuan studi ini konsisten dengan temuan yang diungkapkan oleh Kusasih & Kustiningsih
(2023) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari pembebasan bea balik
nama terhadap tingkat ketaatan para wajib pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di
Kabupaten Gianyar

Temuan dari pengujian menunjukkan bahwa upaya sosialisasi perpajakan memiliki dampak
yang positif dan signifikan terhadap tingkat ketaatan yang diwajibkan kepada wajib pajak, yang
pada gilirannya mendukung hipotesis ketiga dalam kerangka penelitian ini. Fiskus
memanfaatkan sosialisasi perpajakan sebagai saluran untuk mengkomunikasikan informasi
terbaru seputar regulasi dan kebijakan perpajakan kepada masyarakat secara efektif. Proses
sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, yang berpotensi meningkatkan pemahaman
wajib pajak mengenai aspek-aspek perpajakan yang relevan, termasuk pajak kendaraan
bermotor. Dengan demikian, semakin intensif sosialisasi perpajakan yang diterapkan, semakin
tinggi pula tingkat ketaatan yang termanifestasikan oleh wajib pajak kendaraan bermotor dalam
mematuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini konsisten dengan temuan yang disajikan oleh
Rahayu & Amirah pada tahun 2018 serta oleh Saputra Deni pada tahun 2022, yang menegaskan
bahwa proses sosialisasi terkait perpajakan berperan signifikan dalam memengaruhi tingkat
ketaatan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Interaksi Penghapusan Sanksi Administratif Dengan Sosialisasi Perpajakan Terhadap
Ketaatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar

Hasil riset menyatakan bahwa proses sosialisasi terkait perpajakan tidak berhasil memperkuat
efek pengurangan sanksi administratif terhadap ketaatan para wajib pajak, sehingga diperoleh
kesimpulan bahwa hipotesis keempat dalam kajian ini tidak dapat disetujui. Tidak didukungnya
hipotesis ini, dapat dijelaskan bahwa ketika penghapusan sanksi administratif tidak mampu
meningkatkan ketaatan wajib pajak, sehingga diperlukan peran para fiskus dalam memberikan
sosialisasi perpajakan.

Namun kehadiran fiskus ini dalam memberikan sosialisasi tidak mampu memperkuat
hubungan penghapusan sanksi administratif terhadap ketaatan yang diharuskan dari pihak yang

membayar pajak.. Hal ini diduga, sosialisasi yang diberikan belum maksimal dan wajib pajak
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tidak mengetahui adanya informasi mengenai penghapusan sanksi tersebut. Para wajib pajak,
dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat ketaatan mereka, dapat menghilangkan sanksi yang
terbukti efektif tanpa mengandalkan secara eksklusif pada upaya sosialisasi terkait perpajakan.
Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini bukanlah sebagai
pemoderasi melainkan dapat berfungsi sebagai variabel intervening, eksogen, anteseden, maupun
sebagai predictor. (Ghozali, 2018).

Interaksi Pembebasan Bea Balik Nama Dengan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Ketaatan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gianyar

Temuan dari proses pengujian menunjukkan bahwa proses sosialisasi perpajakan tidak
mampu menaikkan signifikansi pengaruh dari pembebasan bea balik nama terhadap tingkat
ketaatan wajib pajak. Sebagai hasilnya, hipotesis kelima yang disampaikan dalam urutan
penelitian ini tidaklah dapat disetujui. Tidak didukungnya hipotesis ini, dapat dijelaskan bahwa
ketika pembebasan bea balik nama tidak mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak, sehingga
diperlukan peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi.

Penelitian ini mencatat bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka
meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan, belum terlihat peningkatan yang signifikan
dalam keterkaitan antara pembebasan bea balik nama dan tingkat ketaatan wajib pajak. Tingkat
pemahaman mengenai kewajiban pajak masih tergolong rendah, dan besarnya biaya yang terkait
dengan bea balik nama dianggap tidak begitu membebani, sehingga langkah-langkah sosialisasi
terkait perpajakan belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pengaruh pembebasan bea balik
nama terhadap ketaatan wajib pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan
dalam penelitian ini bukanlah sebagai pemoderasi melainkan dapat berfungsi sebagai variabel
intervening, eksogen, anteseden, maupun sebagai predictor. (Ghozali, 2018).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa di Kabupaten Gianyar, penghapusan sanksi
administratif dan pembebasan bea balik nama tidak memiliki dampak yang signifikan pada
tingkat ketaatan wajib pajak kendaraan bermotor. Meskipun demikian, upaya sosialisasi terkait
perpajakan menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap ketaatan. Tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara penghapusan sanksi administratif dan sosialisasi perpajakan,
ataupun antara pembebasan bea balik nama dan sosialisasi perpajakan terhadap ketaatan wajib
pajak.
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Saran yang dapat diberikan adalah pertama, disarankan agar Kantor SAMSAT Gianyar
mempertahankan upaya sosialisasi secara teratur guna memastikan penyebaran informasi terkait
program pemerintah yang lebih luas. Tindakan ini diharapkan dapat memperkuat ketaatan wajib
pajak di wilayah tersebut. Kedua, penelitian ini menyoroti adanya batasan tertentu. Oleh karena
itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pembaruan metodologis serta
menambahkan variabel tambahan yang mungkin dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak.
Dengan demikian, diharapkan akan tercapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang

faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan wajib pajak.
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